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5‘ PERSETUJUAN
: ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

; DAN

PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
£ MENGENAL
f PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
£ PASPOR DINAS
|
J? Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Stovakia. selanjutnya disebut
o1 Tpara Pihak™.

MENIMBANG habungan bersahabat vang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan terscbut lebih lanjut, secara timbal balik,
dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas Republik
Indonesia dan Republik Slovakia ke masing~masing negara;

>
T

SESUAL dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara:

TELAH MENYETUJUl HAL-HAL sebagat berikut

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

§-,
‘.;,;;

o

1. Warga negara Republik Indonesia. pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas
yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah.
dan tinggal di wilayah Republik Slovakia untuk suatu jangka waktu yang tidak
melebiht dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tangpal pertama masuk dalam jangka
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
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sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singguh. dan
tinegal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidah melebihi

dari 30 (tiga pUTUNYTRIETTSEIRK setiap tan2gal et

PASAL2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari warga negara Para Pihak
wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana
diryjuk dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah Negara Pihak
lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang,
tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat
keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada
pemegang paspor yang berlaku tersebut.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau
paspor dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler di
wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mercka (istilah "anggota keluarga™ merujuk
pada suami/istri dan anak-anak yang belum menikah berusia dibawah 25 tahun dan tidak
bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan). wajib dipersyaratkan untuk memperoleh
visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak
tersebut.

PASAL §
HAK PIHAK BERWENANG

. Persetwjuan ini wajib tidak membebaskan warga negara masing-masing Pihak dari
kewajiban untuk menghormati peraturan perudang-undangan Negara Pihak lainnya
ketika memasuki wilayahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-
undangan berkenaan dengan masuk. tinggal, dan perginya orang asing,

2. Persemjuan ini fidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua

negara yang terkait dengan keamanan and masuk, tinggal atau perpindahan orang
asing.
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3. Para Pihak berhak untuk menoluk memberikan izin masuk atau memperpendek masa

tinggal setiap orang yang dianggap tdak dikehendaki atau dapat membahayakan

keamanan nasional. ketertiban umum atau keschatan publik.

PASAL G
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pibak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini. baik secara
keseluruhan maupun sebagian, dengan alosun-alasan keamanan nasional. ketertiban
umum atau kesehatan publik.

o

Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam ayat (1)
Pasal ini wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sctelah penandatanganan Persetujunn ini, contoh-contoh paspor
diplomatik dan paspor dinasnya yang sah.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru. serta modifikasi
terhadap vang telah ada. Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis
melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh)
hari sebelum pengenalan resminya.

3. Dalam hal warga negara dari satah sari Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik
atau paspor dinasaya di wilayah Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan
kepada para pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima. Misi diplomatik
dan pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud.
sesuai dengan perundang-undangan nasional, suatu dokumen untuk-kembali ke negara
asalnya.

PASALS
PENYELESAIAN SENGKETA

Sctiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsivan atau pelaksanaan atau
ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesuikan secara damai melaiui konsultasi atau
perundingan oleh Para Pihak.

PASAL S
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah aww direvisi |, apabila dipandang perlu, berdasarkan
kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib
mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) dari Persetujuan ini.
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PASAL 10
MULAI BERLARU, JANGKA WAKTU, DAN PENGARHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari scjak tanggal
penerimaan  pemberitahuan  terakhir secara tertulis dimana Para Pihak  saling
memberitahukan, melalui saluran diplomatik. babwa semua persyaratan untuk mulai
berlakunya Persetujuan ini. sebagaimana tercantum dalam masing-masing perundang-
undangan nasionalnya, telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib
diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Masing-masing Pihak  dapat mengakhivi  Persetujuan  ini  dengan  memberikan

pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran  diplomatik
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang
diinginkan.

due pulvh M
DIBUAT di ?Q\k‘”‘h .pada tanggal .gg.thq.w.n...bulzm... szh tahun 2010,

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yvang diberi kuasa penuh oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini dalam rangkap dua,
dalam Rahasa Indonesia. Bahasa Slovakia. dan Bahusa Teggris. semua npaskah memiliki
kekuatan hukum yang sama. Dalam ha! teriadi perbedaan penatsiran, naskah Bahasa Inggris
wajib berlaku.

UNTU}\'J{ZMERIN TAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK SLOVAKIA
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DOHODA

MEDZ1 VLADOU SLOVENSKEJ REPULLIKY A VLADOU INDONEZSKE]
REPUBLIKY O ZRUSENI VIZOVEJ POVINNOSTI PRE DRZITELOV
DIPLOMATICKYCH PASOV A SLUZOBNYCH PASOV

Vidda Indonézske] republiky avidda Slovenske) republiky diale] len ,zmluvné
strany™,

bertic do tivahy priatel'ské vzt'ahy medzi oboma krajinami.
zelajie si reciproéne upevnit’ vzt'ahy ufahdujice vstup drzitel'ov diplomatickych

alebo sluzobnych pasov Indonézskej republiky a Slovenske] republiky do ich prislusnych
krajin,

na zdaklade platngch vadtrostatny ch prévnyel predpisov prislusnyeh krajin,

dohodlisa takto:

) ’Cl;lnuk 1
ZRUSENIE \/IZOVF,J POVINNOSTI

N A TN PR T S S R R I SO

(1) Stitni obtania Indoné: \L\\_| repu h'xk, r7itdi| platnych diplomatickyceh alebo
sluzobnych pasov mdzu d azdrziavat sa na Gzemi Slovenske]
republi k) bez viz po Cas napwﬂh(uuu 90 (du.n(k\.n) dni odo diia pryého vstupu
v ramei 180 (stoosemdesiatich) dai.

(2) Statni obcania Slovenske] republiky. drzitelia platnych diplomatickych alebo
sluzobnych pasov, mézu vstipit, prechadzat’ azdeZiavat' sa na fzemi Indonézskej
republiky bez viz po &as nepresahujtiei 30 (iridsat’) dni odo dia Kazdého vstupu,

|

. ) Clanok 2 ig
DEZKA PLATNOSTI PASOVY ;

Dizka plamosti diplomatickych alebo sluzobnych pasov stitnych obSanov kazdej

i

b zmluvnej strany je najmenej 6 (Sest) mesiacov v defi vslepu na Gzemie $tatu druhgj

i zmiuvnej strany.

,
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Clinok 3
PODMIENKY VSTUPU A VYCESTOVANIA

Drzitelia platnych diplomatickych alebo sluXobaych pasov kazdej zmluvnej strany
uvedeni v tejto dohode mdzu vstipit a vycestovat’ z izemia Statu druhei zmluvnej strany
cez akvkol'vek hrani¢ny priechod urteny pre tento Géel prisluinymi migrainymi orgdnmi
bez akéhokolvek obmedzenia, svynimkou obmedzeni ustanovenych v predpisoch
tykajicich sa bezpeénosti. migricie, colnych otizok, zdravornych poziadaviek pri vstupe
a inych predpisoch. ktoré sa mozu uplamit na drzitel'oy tychto platnyeh pasov.

Clinok 4
VIZUM CLENOV DIPLOMATICKYCH MISIi A KONZULARNYCH URADOV

Stdtni ob&ania kazdej zmluvngj strany. ktori st drziteImi platnych diplomatickych
alebo sluZobnych pasov a st ¢lenmi diplomatickej misie alebo konzulimeho tradu na
Gizemi Stdtu druhej zmluvnej strany, vratane ich rodinnych pristusnikov (pojem .rodinni
prisludnici™ znamend manzel/manzelka. slobodné deti do 25 rokov veku. nezamestnané
azdvislé od rodicov), ziskajt vstupnd vizum od vel'vyslanectva $tatu druhej zmluvnej
strany pred ich vstupom.

. ; Cl:’mol'\' 5 :
PRAVA PRISLUSNYCH ORGANOV

. Téato dohoda nevynima $tatnych oblanov jednej zmluvngj strany z povinnosti
dodrziavat’ vnitrodtatne priavie predpisy §tatu druhej zmluvnej strany pri vstupe na
Gzemie jej Stdiu.

2. Tato dohoda nemé vplyv na vautrodtitne pravne predpisy oboch Stdtov tykajie
a viltornej bezpednosti a podmienok vstupu, pobytu a odehodu cudzincoy.

3. Zmluvné strany si vyhradzuji pravo odmietnut vstup alebo skratit’ pobyt osobam,
ktoré st povazované za neziaduce alebo ktoré by mohli ohrozit” verejny mier, verejny
poriadok, zdravie obyvateloy, alebo bezpetnost Stitu.

Clinok 6 .
PRERUSENIE VYKONAVANIA

1. Kazdda zmluvnd strana mdZe prerudit’ vykonavanie tejto dohody tpine alebo
Siastodne z dovodu bezpecnosti Statu. vergjného poriadku alebo zdravia obyvatelov.

2. Zavedenie, ako aj ukongenie opatreni uvedenych v odseku 1 tohto Sldnku sa
bezodkiadne ozndmi druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.
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Clinok 7
VZORY A VYDANIE PASOV ALEBO CESTOVNYCH DOKLADOV

1. Zmluvné strany si diplematickou cestou vymenia vzory platnych diplomatickych
a siuzobnych pasov najneskdr do 30 (tridsiatich) dui po podpise tejto dohody.

2. Vpripade zavedenia novych diplomatickich alebo sluzobnych pascv, ako aj
zmien existujucich, sa zmluvné strany navzdjom informuit pisomne diplomatickou
cestou 0 akychkol'vek zmendach najneskér 30 (tridsat’) dni pred ich zavedenim do praxe.

3.V pripade §titnyeh obéanoy oboch zmiuvnyceh stridn, Ktori stratili alebo poskodili
svoje diplomatické alebo sluzobne pasy na (zemi $tatu druhej zmluvnej strany,
bezodkladne o tom informujtt kompetentné organy prifimajice] zmluvne} strany
prostrednictvom  diplomatickej misic alebo konzalarneho Gradu ich &tdtu. Dotknutd
diplomaticka misia alebo Konzuldrny Grad vyda uvedenym osobam podla vnltrostatnych
pravnych predpisov doklad na navrat do ich Stitu.

Cliinok 8
RIESENIE SPOROV

Akykolvek rozdiel alebo spor vyplyvajaci zinterpreticic alebo  vykondvania
ustanoveni tejto dohody sa rieSi konzulticiami alebo rokovania medzi zmluvnymi
siranami.

Clianok 9
ZMENY A DOPLNENIA

1

Taw dohoda mdze byt menend adopliovand. ok je to potrebnd, vzdjomnou
pisomuou dohodou zmluynyeh strin. Zmeny alebo doplnenia nadobudni platiost podla
ustanovenia ¢lanku 10 ods. 1 tejte dohody.

Clanok 10 g
NADOBUDNUTIE PLATNOSTI, TRVANIE A VYPOVEDANIE

1. Tato dohoda nadobudne plamost” 20 (tridsat) dai odo dia prijatia nesKorsicho
pisomného ozndmenia, Ktorymi si zmtuvné strany  diplomatichou cestou pavzijom
ozndmia splneaie podmienok potrebrych na nadobudautic platnosti tcjto dohody podla
vidtroftamych pravaych predpisov.

(2) Tato dohada je platnd na obdobic 5 (piatich) rokov a automaticky sa platnost’
predizuje na d'algich 5 (pit’) rokov.

(3) Kazda zmiuvad strana mdze tiéto dohodu vypovedat’ pisomnym ozndmenim
druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou najneskdr 90 (deviit'desiat) dni pred ditom
vypovedania,
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'BLIY INDONESTIA

S

AGREEMENT

3 .W&:i ;

BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND
SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic.

hereinafibr referred to as Ythe Conwacting Parties™.

CONSIDERING the friendly relations between the two countrics:

DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis. by facilitating the

entry of holders of diplomatic or service passports of the Republic of Indonesia and the

Slovak Republic into their respective countries:

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries:

HAVE AGREED as foilows:

. g ARTICLE 1

VISA EXENMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia. holders of valid diplomatic or service

passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the

SR % s L g

territory of the Slovak Republic for a period of stay not exceeding 90 (ninety) days

from the date of first entry during the period of 180 (one hundred eighty) days.




2

Nationals of the Slovak Republic. holders of valid diplomatic or service passports,
shall not be required to obtain a visa to enter. transit and stay in the territory of the
Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days from the

date of each entry,

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY
The duration of diplomatic or service passport validity of nationals of either Contracting
Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the State of the

other Contracting Party.

ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONDITIONS
The holders of valid diplomatic or service passports of either Contracting Party referred to
in this Agreement may enter into and depart from the territory of the State of the other

Contracting Party at any potnt authorized for that purpose by the competent immigration

authorities, without any restrictions except for those stipulated in the security, migratory,

customs, sanitary entry and other provisions whick may be legally applicable to holders of

such valid passports.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSION OR CONSULAR POST
Nationals of either Contracting Party who are holders of valid diplomatic or service
passports and assigned as members of diplomatic mission or consular post in the territory
of the State of the other Contracting Party, including their family members (the term
“family members” refers to husband/wife, unmarried children under the age of 25 years
and who are unemployed and dependent parents), shall be required to obtain appropriate

entry visa from the Embassy of the other Contracting Party prior to their entry,
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ARTICLE 5
RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Contracting Party from the
obligation to respect the laws and regulations of the State of the other Contracting
Party when entering into the territory of its State, including but not limited to the

laws and iegulations concerning the entry, stay and exit of foreigners,
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2.7 This Agreement does not aftect the applicable laws and/or regulations of the two

K B

1 States relating to internal security and the entry, stay or movement of foreigners. iR
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i1 3. The Contracting Parties reserve the rights to refuse admission to or shorten the stay ¥
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; ARTICLE 6
SUSPENSION
. Each Contracting Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or

in part, for reasons of national security. public order or public health.

(S

[he introduction as well as termination of the measures refered to in paragraph 1 of

this Article shall immediately be notified to the other Contracting Party through

diplomatic channels.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMF

5

Z. 1. The Contracting Parties shall exchange. through diplomatic channels. within 30
(thirty) days after signing of this Agreement. the specimens of their valid diplomatic

and service passports.

o

In case of introduction of new diplomatic or service passports. as well as,

madifications of the existing ones, the Contracting Parties shall inform each other in




. : 8 2 :
writing, through diplomatic later than 30 (thirty)
days prior to their official introduction.
3. Incase of nationals of either Contracting Party lose or damage their diplomatic or z

2 Party. they shall

service passports in the territory of the State of the other Contractir

immediately inform the competent authoritios of the receiving Contracting Party

&

through diplomatic mission or consular post of the State of their nationality, The
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diplomatic mission or consular post concerned shall issue o the aforementioned

persons, in conformity with national legistation. a document for returning to the State

of their nationality.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of the
i - provisions of this Agreement shail be settied amicably by censultation or negotiation

' between the Contracting Parties.

ARTICLE 9
AMENDMENTS
This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written

consent of the Contracting Parties, Such amendment or revision shall emer into force

according to the provision ot Article 10(1) of this Agreement.

] ; ARTICLE 10
VTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

SR

3 is Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of
. the last written notific

through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this
g )

“ting Parties inform cach other.

Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been tulfilled.
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2. This Agreement shall remain in foree for period of § (five) years and shall be

renewed automatically for further period of 5 (five) years.

3. Each Contracting Party may terminate this Agreement by giving written notification
to the other Contracting Party through diplomatic channels at least 90 {(ninety) days

prior to the expected termination date,

DONE : Qdk‘” ok J‘“’mb nmk y of March 2010,

v

R

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned. being duly authorized by their respective |

Governments. have signed this Agreement in two originals in the Indonesian. Stovak and

B

Cuglish languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in

interpretation. the English text shall prevail.

‘ { FOR THJ;J\GOVERNM ENT FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPU];LIC OF INDONESIA OF THE SLOVAK REPUBLIC
| {
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